
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentarig Perbendaharaan 
Negar a (Lembaran Negara Republik Indonesia !ahun 20~4 
Nomor 5, Tarn bo h an Lern oaran Negara Republik Indonesia 
Nornr r 43St:;); 

4. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lem baran Negara Republik Indonesia 
Norrior 4286); 

3. 

Unda.ng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. 

Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 ten Lang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabu paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

1. gat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, per lu menetapkan Peiaturun Bupati ; 

bahwa berdasarkan keterit ua n Pasal 201 Pcr aturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Ta.h u n 2006 Lcntang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Dacrah seb aga i rn aria telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Per at.u ra n Mcnlcn Dalam Negcri 
Norrior 21 Tahun 2011 ten tang Per ubahan Kedua atas 
Peraturan l\llenteri Dalam Neger i Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae ra h , pcnetapan batas 
jumlah Surat Perrnintaan Pem bayar an Uang Persediaan (SPP­ 
UP) dan Surat Perminlaan Pernuayaran Grm t i Uang Pcrsediaan 
(SPP-GU) ditetaplcan dengan Peraturnn Ke pala Daer ah: 

BUPATI KUDUS, 

a. -ang 

TENTANG 
BATAS JUMLAH L1ANG PERSEDIAAN DAN UANTI UANG PERSEDIAAN 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAI-l 01 I<ABUPATEN KUDUS 

TAHUN ANGC.1ARAN 2015 

PERATUR,\N BUPATI KUDUS 
NOMOR 2 Tf\HUN 201.5 

BUPATI l<UDUS 

r, 
' 



t\J ~. j 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomcr 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lernburan Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 137, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Perncrintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornur 13L>, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Ind, uesia r .omor 4574); 

9. Peraturan Pcm.-rintuh Nomor 2L\ 'l'uhun 2004 tcntang 
Keduduka.n Protokolcr Lian Kcunnuun l impinun cl.:'111 J\nggoLa 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah [Lcmburnn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 200.,\ Nornor 90, Tarnbahun Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4416), scbngannanu tcl.ih diubah 
beberapa kali terukhir dcngan Peraturan Pcrncrintah Nomor 21 
Tahun 2007 tcntang Pcrubahan Kctiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nornor '24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan 
Protokoler clan Keuangan Pimpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '2007 Nornor 47, Tamuahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 712); 

8. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmerintahan 
Daerah (Lcmbnran Negara Rcpubh k I ndoncsia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nornor 5587), sc\..Jut~uirn:ma Lelah diubah dcngan Pcraturan 
Pemerintuh Pengga11:i Unclang-Uncl:rng Nornor 2 Tuhun 2014 
tentang I crubuhuu ut as U11d;mg Ull(l:111[!, Nomor 23 Tahun 
20i4 tcntang Pcmcrintahun Dncrnh (Lcinbura11 Negara 
Rapublik Indonesia Tahun 20lL\ Nomor 24G, Turnbahan 
Lembaran N -garn Rcpublik lndoncsui Nornor ~:'i89); 

7. Undang-Undung Nomor 33 'l'uhun 2004 tcntunt; Perimbangan 
Keuangun untnru P im .rintah Pusat dcm Pcmcrintahun Daerah 
(Lembnran Negara Rcpublik lndoncsiu Tuhun 2004 Nornor 126, 
Tambauan L .rubaruu N ·gnra Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

). Undang-Undunp Noruor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 
Pcren 'P.m10.n Pcmbnngunun Nasional (Lcmbaran Negara 
R publik lndoncsla 'l'nhun 2004 Nomor 104, Tumbahan 
Lernbaran N ·gum Rcpublik ludoncsiu Nornor 44'21); 

S. Undanu-Un \11np No111m l.S Tc hun 2004 ten lung Perncriksaan 
Peng loluun dun T 1n~gungjawu.b Ke iangan Negara (Lembaran 
Ncgurn Re] ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
L embaran Neg ru l~ .publik lndoncsiu Norn or 4400); 

-1 



21. Peraruran Daerah Kabupaten Kudus Norrior 9 'i'ah un 2014 
tcntarig Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2014 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudu s Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Perigelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lemb aran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrior 55 Tahun 2008 tentang 
Tata cara Periatausahaan dar, Penyusunan La po ran 
Perta.nggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

18. Peraturan Ie n te ri Dalam Negen Norr;o: 13 Tahun 20C6 tentang 
Pecioman Pengelolaan Keu angan Daer ah sebagaimana tel ah 
d iu ba.h beberaj.a kali ter akhir dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang ?erubahan Kedua 
atas Peraturan Meriteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 31 OJ; 

17. Per aturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Norrior 5, Tambahan Lcrribaran Negara Re publik Indonesia 
Norrio. 5272). 

16. Pcraruran Peme rin t ah Nomor 71 Tah un 2010 tentang St arid ar 
Akuntansi Perneriritahari (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Norrior 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165): 

15. Peraturan Perrierin tah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja In starisi Pemerintah (Lernbar an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tarnba h an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norno r 4614): 

14. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pern biriaan dan Perigawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dacrah (Lerribaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 2005 Nomor l65. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 45931: 

Peraturan Pemcrintah Norn or 58 Tarrun 2005 tentang 
Pengeiolaan Keuangan Daerah (I.ernbaran Negara Repu blik 
Indonesia Tuh un 2005 Norn or 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. 

... -' 



Dalam hal penggunaan Uang Persediaan SKPD yang memerlukan 
pendanaan untuk kebut uhan yang sangat mendesak, sedangkan 
sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat 
mengajukan Tarn bahari Uang. 

Pasal 5 

Pengajuan Ganti Uang Persediaan diajukan setelah Uang 
Persediaan digunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ) 
dengan melampirkan surat pertar.ggungjawaban dan bukti 
pendukung. 

Pasal 4 

Pengajuan besaran Vang Per sediaan pada tiap SKPD tidak boleh 
melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 2 ayat (2). 

Pasal 3 

(1) Penetapan batas jurnlah Uang Persecliaan aclalah sebesar : 
Belania P<:'gawai Non LS+Belanj::i Bar;-ing dan ,Jasa Non LS+Bclanja Modal Non LS 

12 

(2) Batas jumlah Uang Persediaan pad a SKPD di Kabupaten Kud u s 
Tah un Anggaran 201 S sebagaimana tercanturn clalam Lampiran 
Peraturan Bu pa ti ini. 

Pasal 2 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pcrai igkat Daerah yang 
mempunyai tu gas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertinclak sebagai 
Bendahara Urn urn Daerah. 

3. Satuan Kerja Pera ngkat Daerah yang selanjutnya di singkat 
SKPD adalah Petangkat Daerah pacla Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran / penggunu barring. 

2. Bupati adalah Bu pati Kuclus. 

1. Perner i-rtah D 'ier ah adnlah Bu pa ti aan Perarigkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara oemerintahan claerah. 

Dalam Peraturan Bupati .ni yang clirnaksucl clengan: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAI-1 VANG 
PERSEDIAAN DAN GAN'f'I UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN 
KERJA PERANGKAT CJAL;:RAH DI I(ABUPATEN KUDUS 
TAHUN ANGGARAN 2015. 

:tapkan 

MEMUTUSKAN : 

4 



RITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN20115 \ NOMOR 2;-1 

NOOR YASIN 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus.f.a 

Ti?lc'1l4• - ' ri,,1d1 ra: 

"", " --=-1 t··- 
I I '. ~ 

~~~. ' . ~ -_ Jf ~i li-f Bf,;~\~~__'. I , :· J j 
mdangkan di Kudus 
la tanggal 1,t,J~:,201:5 , 

S DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran 
bertanggungjawab penuh atas penggunaan uang persediaan yang 
dokumennya sesuai peruntukan yang telah diklasifikasikan dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan berdasar pada prinsip tepat 
aturan, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat 
waktu. 

Pasal9 

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 ( satu) bulan; dan 
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali 
Pengguna Anggaran ( PA )/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Pasal 8 

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 
waktu 1 ( satu) bulan, maka sisa tambahan uang harus disetor ke 
rekening kas umum daerah. 

Pasal 7 

Batas jumlah pengajuan Tambahan Uang harus mendapat 
persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan 
dan waktu penggunaan. 

Pasal 6 

5 
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